
bahwa dalam rangka mclakaanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 
Peraruran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 
Pangan dan Gizi, perlu menerapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemcrintah Kabupaten 

Grobogan; 

l. Pasal 18 ayar (61 Undarig-Undnng Oasar Negara Republik 

Indonesia Tuhun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

421; 

:-\. Undang-Undang Nnmnr 1?, Tah'u n 201.1 tentang Pernbentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 l Nomor 12, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairnana tclah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tcntang 
Perubahan atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun :.!019 Nomor 12, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PENYELENGGARAAN CADANHAN PANGAN PEMERJNTAH 

KABUPATEN GROBOGAN 

TENTANG 

PERATVRAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

BUPATJ GROBOGAN 
PROVJ.NSI JAWA TENGAH 

SALINAN 

Mengingat 

Menimbang 
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Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan ; 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pernerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara 

pemerimahan daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewcnarigan daerah otonom. 

Pasal 1 

BAB T 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH Tl<~NTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN 
PANGAN PEM~t<INTAH KABUPATEN GROBOGAN. 

MEMUTUSI<AN: 

BUPATT GROBOGAN 

dan 

DEWAN PERVv'AKILANRAKYATDAERAH KAJ3UPATEN GROBOGAN 

Dengan Persetujuan Bersama 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tcntang Pangan 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 

Tambahari Lembaran Negara.Rcpublik Indonesia Nomor 5360); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana Lelah beberapa kali diubab terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Perueriruahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoneaia Tahun ?.015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Pera.turan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5680); 
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6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses rnenghasilkan, 

menyiapkan, mengolah, rnernbuat, mengawetkan, mengemas, 
dan/atau mengubah bentuk pangan. 

7. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Jndonesia untuk konsumsi marrusia 
dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan 
pasokan dan harga, serta keadaan darurat. 

8. Cadangan Pangan Pernerintah Daerah adalah persediaan 

Pangan yang dikua.sai dan dikelola ol.eh Pemerintah Daerah. 

9. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang 

mengancam kehidupan sosial masyarakar yang memerlukan 
tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa, 

10. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kclebihan, 

dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga 
dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan. 

11. Pangan Lokal adalah rnakanan yang dikonsumsi oleh 
rnasyarakar setcrnpat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. 

12. Rawan Pangan adnlah kondisi suatu dacrah, masyarakat atau 
rumah cangga yang tingkat keter sediaan dan keamanan 
pangannya tidak cukup untuk mernenuhi standar keburuhan 
fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian bcsar 

maeyarakatnya. 

13. Rawan Pangan Transicn adalah keadaan kerawanan pangan 
yang .disebabkan kondisi yang tidak terduga, antara lain 
berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musirn yang 
menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak, 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Grobogan dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 
produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 
peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak 
diolah yang diperuntukkan sebagai rnakanan atau minurnan 
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambaban Pangan, 
bahun baku Pangan, dan bahan Iainnya yang digunakan dalam 
proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pernbuatan makanan 
atau uunuman. 
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Maksud Penyclcnggaraan Cadangan Pangan ini adalah : 
a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang 

berpotensi terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan 
Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dun Gizi Buruk; 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan dalarn Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. maksud dan tujuan; 

b. penyelenggaraan cadangan pangan; 
c. pembinaan da.n pengawasan; 
d. pelaporan: dan 

e. pernbiayaan. 

Pasal 2 

BAB Ir 

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

14. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang 

berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat 

disebabkan keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan 

sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi 

masyarakat rnenjadi rn.iskin. 

15. Kcrawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan 
sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas den tidak 

dapat segera diatasi, 

16. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh 

rendahnya konsumsi euergi dau protein dalam rnakanan sehari­ 
hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi, 

17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu 

yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai Iebih dari 
25% (dua puluh lima per serarus] dari harga normal. 

18. Konsumsi Pangan adalah sejumlah rnakanan dan/atau 
minuman yang dimakan etau dirninum oleh manusia dalam 
rangka memenuhi keburuhan hayatinya. 
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(2) Cadangan Pangan sebagaimana di.maksud pada ayat (!] berupa 
gabah clan/,1tau beras. 

(1) Pemerint.ah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan 
Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 

PengeloJaan 

BAB lII 

PENYET,ENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah 
Daerah adalah: 
a. mengendalikan dan meningkatkan ketersediaan dan distribusi 

pan.gan kepado. masyarakat; 

b. meningkatkan konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal 
daJam rangka penciptaan permintaan produk Pangan Lokal; 

c. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap Pangan; 
d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan 

pangan pasca bencana; 

e. menjaga stabiliras harga Pangan di masyarakat; 

f. memperpendek jalur distribusi Pangan sarnpai ke tingkat 
masyarakat; 

g. mendorong terwujudnya Kemandirian Pangan; dan 
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 4 

b. meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang berpotensi 

terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan 

Pangan Pasca Bencana dan Gizi Ruruk; 

c. rnernenuhi kebutuhan Pangan rumah tangga yang berpotensi 

terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan 
Pangan Pasca Bencana dan Gi.zi Buruk; dan 

d. tersedianya Cadangan Pangan yang ditetapkan sesuai dengan 
ketenruan pcraturan perundang-undangan. 
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(1) Dalam melaksanakan Perryclcnggaraan Cadangan Pangan 
Pernerintah Daerah, Pcrangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha 
Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang 
pangan. 

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan 

pangan/ketcrsediaan pangan Pemerintah Daerah. 
(~) Untuk rnenunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam 

pengelolaan Cadangan Pangan Pemerlntab Daerah dibcntuk Tim 
Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

(3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah seba.gaimana tlimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan. 

(4) Bupati menetapkan setiap tahun jurnlah Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayar (2) sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Penetapan jumlah Cadarigan Pangan Pernerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 

a. produksi Gabah dau/aiau Beras di wilayah Daerah; 

b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan 
c. kerawanan Pangan di wilayah Dacrah, 

(6) Penetapan jurnlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan : 
a. keburuhan konsumsi masyarakat Daerah; 

b. potensi sumber daya Daerah; dan 
c. kemampuan keuangan daerah. 

(7) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pernerintah Daerah 
didasarkan pada kriteria : 

a. jumlah penduduk: 
b. konsumsi bcras per kapita per tahun; dan 

c. proporsi tcrhadap cadangan beras nasional. 
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Sasaran penyaluran dari pengelolaan Cadangan Pangan Pcmerintah 
Daerah adalah : 
a. masyarakat Rawan Pangan Transien; 
b. moisya.rakat yang rnengalami Rawa.n Pangan Kronis; 

Pasal 9 

Paragraf 1 

Sasaran Penyaluran 

Ragian Ketiga 
Penyaluran 

( 1 ) Pengadaan Cad angan Pangan Pemeriruah Daerah dilaksanakan 
berclasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pengadaan barang/jasa pcrnerintah. 

(2) Pcngadaan Cadangan Pangan gabah dan/atau beras mengacu 
harga yang berlaku di pasaran berdasarkan survei harga. 

Pasal 8 

pemerintahan bidang Pangan dapat mcngajukan pcmbelian 
gabah hasil panen petani kepada Ketua Tim Pelaksana 
Pengelola Cadangan Pangan apabila harga jual gabah kering 
panen (GKP)/gabah kering giling (GKG) di bawah harga patokan 
pemerintah untuk dilakukan pernbelian sesuai harga patokan 
Perncrintah. 

urusan menyelenggarakan yang Dacrah d. Perangkat 

Mekanisrne pe.ngadaan gabah dan/atau beras pada Cadangan 
Pangan Pemerintah Daerah adalah : 

a. pcngadaan dapat dilakukan dalam bentuk gabah kering panen 
(GKP), gabah kering giling (GKG) atau dalarn bentuk beras; 

b. pengadaan Gabah dan/atau beras diutamakan dari haail panen 
pada wilayah di Daerah; 

c. pengadaan dapat dilaksanakan secara bertahap scsuai 
kebutuhan dan kondisi panen untuk mempertahanan kualitas: 
dan 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Pengadaan 
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Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah; 

a. untuk penanganan Kerawanan Pangan Transien 
berdasarkan usulan Camat kepada Dupati rnelalui 
Sekretaris Daerah, sedangkan untuk penanggulangan 
keadaan darurat dilaksanakan segera setelah terjadi 
bencana (tanggap darurat) atas perintah Bupati selaku 

(1) Cadangan Pangan Pcmerintah Dae rah disalurkan untuk 
kegiatan : 
a. bantuan kepada masyarakat yang mengalarni Rawan Pangan 

Transien dan Rawan Pangan Kronis; 
b. operasi pasar baei masvarakat vang merignlarni perubahan 

gejolak harga Pangan jcnis beras yang signifikan dengan 
kenaikan harga lebih dari 25% {dua puluh lima per seratus); 

c. pasar murah untuk masyarakat menjelang hari-hari tertentu 
yang berpotensi menirnbulkan gejolak harga Pangan; 

d. penanganan dan pencegahan rumah tangga/ keluarga 
dengan kondisi dan rawan stunting karena kurang gizi; dan/ 
atau 

e. kegiatan sosial lainnya untuk bantuan sosial/santunan 
kepada masyarakai rniskin. 

(2) Pcnggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk 

penanggulangan Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan 
Pangan Kronis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan sebagai berikut : 

Pasal 10 

Paragraf 2 

Mekanisrne Pcnyaluran 

c. rnasyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga Pangan 

jcnis beras yang signiflkan, kenaikan lebih dari 25% (dua puluh 
lima per seratus]; 

d. rnasyarakat rnenjelang hari tertentu yang berpotensi 
menirnbulkan gejolak harga panga.n; 

e. petani yang panen dengan harga turun di bawah harga acuan 
pemcrintah melalui pembelian gabah/beras; 

f. penanganan dan pencegahan rumah tangga/keluarga dengan 
kondisi stunting karena gizi buruk; 

g. pcnanganan pasca Langgap darurat; dan 
h. kcgiatan bantuan sosial lainnya. 
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b. Perangkai Daerah yang mem bldangi penanggulangan 

bencana dapar mengajukan penyalnran Cadangan Pangan 
Pernerintah Daerah kepada Bupati rnelalui Sekretaris 
Daerah; 

c. untuk penanganan Kerawanan Pangan Kronis berdasarkan 
usulan Kepala Desa/Lurah, Camat menyampaikan kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

d. Perangkat Daerah yang rnernbidangi sosial dapat 
mengajukan penyaluran Cadangan Pangan Pernerintah 
Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 

e. Bupati dapai berperan serta dengan menyalurkan Cadangan 
Pangan Pemerintah Daerah pada seluruh wilayah Indonesia 
yang terkena bencana, 

f. Jumlah Cadangan Pangan Pernerintah Daerah yang 
disalurkan kepada pcncrima disesuaikan dcngan keburuhan 
indeks kalori per orang per hari selama waktu yang 
ditentukan. 

(3) Pe.nggunaan Cadangan Pangan Pernerintah Dacrah untuk 

pengendalian gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf b dilaksanakan sebagai berikut: 

a. dalam hal terjadi gejolak harga beras melebih 25% (dua 

puluh Iima per seratus), Perangkat Daerah yang 
menyelengga.rakan urusan pemerintahan bidang 
perdagangan dapat mengajukan pcnyaluran Cadangan 
Pangan guna pengendalian harga Pangan melalul operasi 
pasar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 

b. hasil penjualan Cadangan Pangan mclaJui operasi pasar 
wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pcndapatan daerah. 

(4) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pasar 
murah untuk masyarakat menjelang hari-hari tcrtcntu yang 
berpotensi menirnbulkan gejolak harga pangan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Perangkat Daerah yang mernbidangi pcrckonomian dapat 

rnengajukan penyaluran Cadangan Pangan guna 
pengeridalian harga pangan melalui pasar murah kepada 

Bupati melalui Sckrctaris Dacrah; dan 
b. hasi! penjualan Cadangan Pangan melalui pasar rnurah 

wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah 
lairmya yang sah. 
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(l) Bupati rnelakukan pcmhinaan dan pcngawasan terhadap 
penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

didelegasikan kepada Sekretaris Daerah. 

Pasal 11 

BABIV 

PEMRTNAAN DAN PENGAWA8AN 

(5) Penggunaan Cadangan Pangan Pcmcrintah Daerah untuk 

penanganan dan pencegahan rumah tangga/keluarga dengan 

kondisi Rawan Stunting karena kurang gizi sebagairnana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dilaksanakan sebagai bcrikut: 

a. Pcrangkat Daerah yang meuyelcnggarakan urusan 

pernerintahan bidang kesehatan dapat mengajukan 
penyaluran Cadangan Pangan untuk penanganan don 

pencegahan rumah tangga/kcluarga dengan kondisi Ra.wan 
Stunting karena kurang gizi kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah; dan 

b. jumlah Cadangan Pangan Pernerintah Dacrah yang 

disalurkan kepada penerirna disesuaikan dengan kebutuhan 

indeks kalori per orang per hari selarna waktu yang 
cl!tentukan. 

(6) Penggunaan Cadangan Pangan Pernerintah Daerah untuk 

kegiatan sosial lainnya untuk bautuan sosialr sanrunan kepada 

masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Pcrangkat Daerah, mstansi, lembaga dan/atau organisasi 

rnasyarakat dapat mengajukan penyaluran Cadangan 

Pangan untuk kegiatan sosial lainnya untuk bantuan 

sosial/santunan kepada masyarakat miskin kepada. Bupati 
melalui Sckretaris Daerah; dan 

b. jurnlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang 

disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan 
indeks kalori per orang per hari selama waktu yang 
ditentukan. 

(7) Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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(1) Pernbiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Se)ain bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pernbiayaan 
Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat bersumber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dsn Belanja Daerah Provinsi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa; dan 

d. sumber lain yang sah dan tidak rncngikat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 

BABVl 

PEMBIAYAAN 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang rnenyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pangan melaporkan pcnyclcnggaraan 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dilakukan setiap 

6 (enam) bulan, untuk digunakan sebagai bahan pengambilan 
kebijakan selanjutnya, 

Pasal 12 

BABV 

PELAPORAN 

(3) Pelaksanaan pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didelegasikan kepada I nspektorat Daerah. 

(4) Tatu earn pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) diarur Jcbih Ianjut dalam Peraruran 
Bupati. 



NIP. 19670317 199403 1 012 
12 HRUDIN, SH 

S.Hnq a.- .. ·t d -- eogan asllnya 
DPAJ.A BAOIAN BVICUM 

IIT7M EABt1PA~ff GROBOGAN 

NOMOR REGISTER PERJ\TU.RAN DAL<;RAH KABUPATEN GROBOG/\N, PROVINS! 
JAWA TENGAH: ( 3 - 41/2020) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NO MOR 3 

MOHAMAD SUMARSONO 

CapTTD 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 18 Marer '2020 

SEKRETARIS DAER/\H 
KABUPATEN GROBOGAN, 

8RI 81 IMARNI 

CapTTD 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 18 Maret 2020 

BUPATJ GROBOGAN, 

Agar sctiap orang rnengetahuinya, memerintahkan penguudangan 

Peraruran Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraruran Daerah ini 

harus ditctapkan paling lama 1 (satu] tahun terhitung sejak 

Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 14 

BAB VII 

KETENTUAN Pl<:N UTUP 
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Pangan merupakan hak asasi manusia, yang pernenuhannya diwujudkan 

metalui ketersediaan pangan yang cukup, baik jurnlah maupun mutunya, 

arnan, beragarn, bergizi, merata dan terjangkau serta berkelanjutan. Pangan 
juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia 
yang berkualitas. 

Kabupatcn Grobogan merupakan Daerah yang rnemiliki wilayah dengan 
Lingkat kerentanan tinggi terhadap dampak bencana, yang berpotensi terjadinya 
krisis pangan masyarakat, Unruk iru perlu disclenggarakan cadangan pangan. 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang 
dikua.sai clan dikelola oleh Pernerintah Kabupaten Grobogan. Cadangan Pangan 
tersebut bersumber dari Pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui 
pembelian produksi dalam negeri, dcngan mcngutamakan produksi Daerah. 
Cadangan Pangan Daerah perlu ditetnpkan oleh Bupati. 

Penetapan jenis dan jurnlah Pangan pokok tertentu sebagai Cadangan 
Pangan Pemerintab Daerab dilakukan dengan mernpertimbangkan: a) produksi 
Pangan Pokok Tertentu r wilayah Daerah; b) kebutuhan untuk 

penanggulangan kcadaan darurat: dan c) kcrawanan Pangan di wilayah Daerah, 

serta disesuaikan dengan: kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi 
sumber daya di Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor ~7 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan 
Gizi, tata cara pcnyeleuggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 
diatur dengan Peraturan Daerah. 

Pcraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka rnclaksanakan ketentuan 
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nornor 
1 l/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan ,Jumlah Cadangan Beras 
Pemerintah Daerah. 

I. UMUM 

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN GROBOGAN 

TENTANG 

PERATURAN DAipi~AH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR 3 TAHUN 2020 

ATAS 

PENJELASAN 
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Pasal 1 

Cukupjclas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal4 

Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal n 
Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjclas 

Pasal 8 
Cukup jclas 

Pasal Y 

Cukupjelas 

Pasal 10 

i\yat ( l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

/\yat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jclas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Peraturan Daerah mengatur mengenai: a) maksud dan tujuan: 

b) penyelenggaraan cadangan pangan; c) pcmbinaan dan pengawasan; 

d) pelaporan: dan e) pembiayaan. 
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TAMBJ\HAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAT·IIJN 2020 
NOMOR3 

Pasal l l 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Hurufa 

Yang dimaksud dengan Instansi adalah instansi Pemcrintah 
Pusat yang ado. di wilayah Kabupateu Grubogan. Misalkan 

Komando Distrik Militer, Kepolisian Resort dan Kantor 
Kemenlerian yang berada di Daerah. 

Yang dimaksud dengan lembaga adalah lernbaga yang 

rurnbuh dari masyarakat yang dtbenruk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial dan 
ekonomi. 

Huruf b 

Cukup jclas, 
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